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ABSTRACT

This skripsi (bachelor thesis) disscusses about Border Trade Agreement / BTA Between 
Indonesia and Malaysia 1970 (Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Negara antara Indonesia dan 
Malaysia tahun 1970). The main Advantage of this Agreement is tax and duty exemption on the 
trade goods that enter to the border areas of the two countries. The benefit of this Agreement is 
not exist in other international trade agreement such as Asean Free Trade Agreement (AFTA). 
Whilst in the World Trade Organization (WTO) has the authority to manage the global trade 
which rely on the principals, amongst others, Most Favoured Nation (MFN) which obliges all the 
State members of WTO to give an equal treatment (non-discrimination) to others WTO State 
members. The question raised in this skripsi is dialing with the status of the Border Trade 
Agreement which from the WTO sides is contradictory to the Most Favoured Nation (MFN) 
principle. The type of the research is doctrinal (normative) research by employing statute, history 
comparative, analytic and critical approaches. Research sites are Jakarta and Palembang for 
library studies to obtain secondary data at the libraries of The Ministry of Foreign Affairs, 
Provincial library of South Sumatera, Palembang, and law library Faculty of Law Universitas 
Sriwijaya. Interview to the diplomats at the Ministry of Foreign Affairs to gather the primary 
data. All the data collective are descriptively and qualitatively analized. The findings indicate 
that the Border Trade Agreement (BTA) between Indonesia and Malaysia is in line to the WTO 
principle of Most Favoured Nation. This is because the BTA is in favoured to the exemption 
clause of the MFN principle, likewise the Frontier Traffic in the Article 24 General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT). The conclusion drawn up herein that the BTA is the exclusion of 
the MFN principle since it is as a part of Frontier Traffic. Furthermore, the BTA is only applied 
for the people at the border of the two countries with some limitation, for example the points of 
the trade, and the maximal amount of the allowable transaction. For instance, from Malaysia the 
Products are allowed to enter the Indonesian border: small industrial products. Meanwhile the 
Products from Indonesia are agriculture products. It is sugested that The Agreement needs to be 
amanded for it is no more accomodate the recent economic development of both countries.

Keywords: International Trade Agreement; Border Trade Agreement; Most Favoured Nation 
(MFN); World Trade Organization (WTO).
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AKSI KAK

Skripsi ini menganalisis Pcij.uijiuii Perdagangan Lintas Batas Negara (Banter Trade 
Agreement/\1'\'A) antara Indonesia dan .Malaysia tahun 1970. Keuntungan Perjanjian 
tersebut antara lain berupa pembebasan pajak dan cukai terhadap barang-barang 
dagang yang masuk ke wilayah perbatasan kedua negara. Manfaat ini tidak dijumpai 
dalam Perjanjian Perdagangan Internasional lainnya seperti AFTA (Asean Free Trctcle 
Agreement). Sebaliknya dalam World Trade Organization (WTO) memiliki 
kewenangan untuk mengatur perdagangan dunia berdasarkan prinsip, inter alia, Mo s t 
Favoured Nation (MFN) yang mengharuskan semua Negara anggota untuk 
memberikan perlakuan yang sama (non-diskriminatif) terhadap semua Negara 
anggota WTO lainnya. Masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah berkaitan 
dengan posisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Negara menurut WTO yang 
dinilai kontradiktif terhadap prinsip Most Favoured Nation. Tipe penelitian dalam 
tulisan ini normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statuta), historis komparatif, 
dan analisa kritis. Lokasi penelitian adalah Palembang dan Jakarta untuk melakukan 
studi data sekunder di kepustakaan di Kementrian Luar Negeri RI, Perpustakaan 
Daerah Sumatera Selatan di Palembang, dan Perpustakaan Fakultas Hukum, 
Universitas Sriwijaya. Wawancara dengan para diplomat untuk mendapatkan data 
primer. Semua data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif. Temuan 
yang diperoleh bahwa Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Negara (BTA) antara 
Indonesia dan Malaysia tidak bertentangan dengan prinsip Most Favoured Nation 
dalam WTO. Karena BTA termasuk dalam klausula pengecualian dari prinsip MFN, 
seperti Frontier Traffic yang diatur dalam Pasal 24 GATT. Kesimpulan dalam skripsi 
ini bahwa BTA adalah bentuk pengecualian dari prinsip MFN karena bagian dari 
Frontier Traffic. Selanjutnya BTA hanya diberlakukan antara penduduk perbatasan di 
kedua wilayah negara dengan beberapa ketentuan seperti titik-titik perdagangan dan 
jumlah maksimal transaksi yang diperbolehkan. Seperti produk Malaysia yang 
diizinkan adalah produksi industri sederhana. Sedangkan dari Indonesia adalah 
produk-produk agraris. Perjanjian ini sudah tidak sesuai dengan tingkat 
perkembangan ekonomi di kedua negara. Karena itu perlu diperbaharui.

Kata Kunci: Perjanjian Perdagangan Internasional; Perjanjian Perdagangan 
Lintas Batas; Prinsip Most Favoured Nation (MFN); World Trade Organization 
(WTO).

Palembang, Januari 2018
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk 

suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk 

yang dimaksud dapat berupa antar-perorangan (individu dengan individu), antara 

individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan 

pemerintah negara lain.1 hal ini terjadi sebagai akibat keterbatasan sumber daya yang 

ada pada negara tersebut. Perdagangan internasional memegang peranan penting 

dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara yang tidak dapat diproduksi di suatu

negara, terlepas dari karena adanya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya 

manusia, modal, ataupun skill.2

Dari perspektif sejarah, perdagangan internasional telah berkembang pesat 

dalam beberapa abad terakhir ini. Setelah periode yang panjang ditandai dengan 

perdagangan internasional yang terus-menerus rendah, selama abad ke-19, kemajuan 

teknologi memicu periode pertumbuhan ekonomi dunia yang ditandai dengan

Diakses melalui lmn.s://icl.\vikincdia.org/\viki/Perdaga»iaan internasional, pada 2 Oktober 
2017 pukul 10.00 WIB “

2 Diakses melalui httns://\v\v\v.ma\manroc.com/nengcrtian-Derdagangan-intcmasional html 
pada 2 Oktober 2017 pukul 11.30 Wl B

1



2

'gelombang globalisasi pertama'. Proses pertumbuhan ini berhenti, dan 

akhirnya berbalik dalam periode masa Perang, namun sejak perdagangan 

internasional Gelombang pertama globalisasi berakhir pada awal Perang Dunia I, 

kemunduran liberalisme dan bangkitnya nasionalisme menyebabkan kemerosotan 

dalam perdagangan internasional. Setelah Perang Dunia Kedua, perdagangan mulai 

tumbuh lagi. Gebmbang globalisasi yang baru dan terus berlanjut ini telah melihat 

perdagangan internasional tumbuh lebih cepat dari sebelumnya/ Kini, Perdagangan

Internasional sendiri sudah menjadi tulang punggung negara-negara untuk menjadi 

makmur, sejahtera dan kuat.4

Dengan A.S. dan Inggris yang muncul setelah Perang Dunia Kedua sebagai dua

negara adidaya ekonomi yang besar, kedua negara merasa perlu merancang sebuah 

rencana untuk sistem internasional yang lebih kooperatif dan terbuka. Dana Moneter 

Internasional (International Monetary Fund / IMF), Bank Dunia (World Bank), dan 

Organisasi Perdagangan Internasional (International Trade Organization I ITO) 

muncul dari Perjanjian Bretton Woods tahun 1944. Sementara IMF dan Bank Dunia 

memainkan peran penting dalam kerangka internasional yang baru, ITO sendiri pada 

akhirnya tidak dapat dijalankan karena tidak didukung oleh Amerika yang merupakan 

pengusungnya dikarenakan pengaturan mengenai investasi dianggap membatasi 

investor asing yang hendak berinvestasi di sana.

3 International Trade, oleh Esteban Ortiz-Ospina dan Max Roser, diakses melalui 
hups://oiir\vorldindala.oio/international-nade. pada 3 November 2017 pukul 07.43 WIB

4 Syahmin AK., Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional (Palembang: Unsri Press 
2016), hlm.3



3

Masyarakat pada masa itu menemui kesulitan untuk mencapai kata sepakat 

mengenai pengurangan dan penghapusan berbagai pembatasan kuantitatif serta 

diskriminasi perdagangan. Hal ini membuat masyarakat ekonomi dunia sepakat untuk 

membentuk General Agreement on Tarif/ and Trade (GATT) yang didirikan pada 

tahun 1947.5 Tujuan utama dari pengaturan ini adalah meningkatkan taraf hidup 

umat manusia, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemanfaatan 

kekayaan alam dunia, dan meningkatkan produksi dan tukar menukar barang.

Seiring berjalannya waktu, GATT didapati memiliki beberapa kelemahan. Hal

ini diantaranya hanya berfokus pada arus jual beli barang antar negara saja, dan juga

GATT kurang memperhatikan perdagangan jasa yang sama-sama termasuk ke dalam

aktifitas perdagangan. Selain itu, GATT tidak dapat dijalankan secara menyeluruh

karena hanya membahas sualu tujuan atau bersifat ad hoc dan berlaku pada kurun 

waktu tertentu. Kelemahan berikutnya terletak pada sistem GATT yang tidak 

menyediakan prosedur penyelesaian masalah jika konflik terjadi antar negara anggota 

GATT. Hal ini dianggap sebagai kesalahan struktur yang fatal karena prinsip, norma, 

dan peraturan, serta prosedur pengambilan keputusan merupakan suatu poin 

fundamental yang harus dimiliki suatu lembaga.6

5 Huala Adolf , Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 
2014), hlm. 103

World Trade Organization, oleh Meylysania, diakses melalui httn://mevlvsnnia-<wU 
feipJO weh.iinair.ac.id/ariikel detail-48641-Umum-WQRLD%20TRADE%2QORGAN1ZATIQN himl 
pada 5 November 2017 pukul 19:40 WIB

i
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menyebabkan pada tahun 1995, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) 

menggantikan GATT sebagai regulator global liberalisasi perdagangan dunia, 

menyusul perundingan perdagangan Putaran Uruguay. Namun hal ini tidak lantas 

menghapuskan GATT, melainkan WTO mengambil prinsip GATT sebagai koridor 

peraturan WTO dan GATT sendiri dijadikan sebagai lampiran. Bila GATT yang 

sebelumnya hanya berfokus pada barang, maka WTO melangkah lebih jauh dengan 

memasukkan kebijakan tentang layanan, kekayaan intelektual, dan investasi. Hal ini 

mendukung perkembangan hingga akhirnya WTO memiliki lebih dari 145 anggota 

pada awal abad 21 dengan China bergabung pada tahun 2001.7

Hal ini

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat pada GATT yang dijadikan pedoman

oleh WTO meliputi beberapa, diantaranya dua prinsip utama yang dikenal dengan

‘non-diskriminasi’. Prinsip non-diskriminasi yang dimaksud disini ialah National

Treatment (NT) dan Prinsip Mo s t Favoured Nation (MFN) dimana kedua prinsip ini 

merupakan prinsip utama bila dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam

GATT.

Prinsip Most Favoured Nation yang termuat dalam pasal I GATT, menyatakan 

bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. 

Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara 

lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan ekspor dan impor

A Brief History of International Trade Agreemenls , oleh Matthew Johnston, diakses melalui 
hnps://\Y\yw. invcstoncdia.com/atlicles/invcsi ing/01 19l6/brief-historN>-intemn(ional-trade-
amcemems.asp pada 5 November pukul 21:30 WIB — —
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yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Atau bisa dikatakan, semua negara harus 

diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari 

kebijakan perdagangan.

serta

8

Sementara, Prinsip National Treatment atau Perlakuan Nasional merupakan prinsip 

yang terdapat dalam pasal III GATT dimana menurut Prinsip ini, produk dari suatu 

negara harus diberlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.9 Prinsip ini 

bersifat luas dan meliputi pajak dan pungutan lain, serta perundang-undangan dan 

persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, 

pengangkutan, distribusi, dan sebagainya.

Meski mendasari pengaturan di dalam WTO dengan ketat, dalam

penerapannya prinsip Mo s t Favoured Nation (MFN) memiliki beberapa

pengecualian. Pengecualian tersebut sebagian ada yang ditetapkan dalam pasal-pasal 

GATT itu sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam konferensi-konferensi 

GATT melalui suatu penanggalan (waiver) dan juga berdasarkan beberapa pasal yang 

memuat ketentuan khusus seperti pasal XXIV. Didalam pasal XXIV, pengecualian 

yang dimaksud meliputi : keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (frontier 

traffic); perlakuan-perlakuan preferensi di wilayah tertentu yang sudah ada (misalnya 

French Union dan British Commonwealth); Anggota-anggota GATT 

membentuk Customs Union atau Free Trade Area sesuai syarat; dan juga pemberian

yang

8 Huala Adolf, Op.Cit., hlm.lOS
9 Olivier Long, Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System, (Martinus 

Nijhoff Publishers, 1987), hlm.9
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preferensi tarif oleh negara maju kepada produk impor dari negara yang sedang 

berkembang ataupun kurang beruntung.10

Pembuatan perjanjian bilateral antara negara Republik Indonesia dengan 

negara lain sangatlah diperlukan sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum 

dalam hubungan kerjasama perdagangan. Kepastian hukum dalam perjanjian bilateral 

akan menjamin perlindungan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban bagi pihak 

negara Republik Indonesia dengan negara tersebut.11 Salah satu wujud dari Perjanjian 

Bilateral yang ada di Indonesia adalah Perjanjian perdagangan Lintas Batas {Border 

Trade Agreement / BTA) antara negara Indonesia dan Malaysia. Perjanjian ini telah 

dibuat sejak tahun 1970 dan hingga kini belum diperbaharui karena masih dalam

proses perundingan, akan tetapi Perjanjian ini masih berlaku hingga sekarang dan

menjadi dasar dari berjalannya Perdagangan Lintas Batas bagi kedua negara.

Melalui Perjanjian bilateral Perdagangan Lintas Batas, masyarakat dapat melakukan 

jual-beli barang dan/atau jasa dengan tertib dan teratur dalam arti jual-beli dilakukan 

secara legal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atas kedua negara. 

Pelaksanaan perdagangan perbatasan memerlukan pengawasan dan penindakan 

hukum oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum baik terhadap

10 Huala Adolf, Op.Cit.. hlm. 109-110
" Temponbuka Zarah Natalia Nerina, "Perjanjian Bilateral Dalam Mengatur Perdagangan 

Perbatasan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan” Lex et Societatis 
Vol. V, No. 6, Agustus 2017, hlm.43
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perjanjian bilateral perdagangan perbatasan itu sendiri, maupun terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.12

Perjanjian Perdagangan Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia dibuat 

khusus dengan keuntungan yang hanya bisa diakses oleh masyarakat di wilayah 

perbatasan kedua negara. Keuntungan ini contohnyanya pembebasan tarif atas barang 

yang masuk dari Malaysia ke Indonesia maupun sebaliknya. Bila dilihat secara 

umum, Perjanjian ini dengan keuntungan eksklusif yang hanya bisa diakses oleh 

masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, seolah kontradiktif

dengan prinsip Most Favoured Nation yang dijunjung oleh WTO dimana Indonesia

dan Malaysia juga merupakan anggota didalamnya.

Perjanjian Perdagangan Lintas Batas antara negara Indonesia dan Malaysia ini pun 

diklaim sebagai bentuk pengecualian dari prinsip tersebut. Akan tetapi dikarenakan 

belum ada pengaturan tertulis yang menyatakan bahwa Perjanjian ini merupakan 

benar bentuk pengecualian dari prinsip Most Favoured Nation, menyebabkan masih 

dipertanyakan mengenai posisinya di dalam Klausula Pengecualian WTO. Atas apa 

yang telah diuraikan diatas maka Penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut 

mengenai hal ini dalam skripsi yang berjudul “PENGECUALIAN PRINSIP MOST 

FAVOURED NATION (MFN) DALAM PERDAGANGAN LINTAS BATAS 

(BORDER TRADE AGREEMENT / BTA) ANTARA NEGARA INDONESIA 

DAN MALAYSIA”

12 Ibid., hlm.47

i
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B. Rumusan Masalah

1. Apakah Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agreement) 

Indonesia-Malaysia dapat dikategorikan kedalam ‘Fronlier Traffic' 

berdasarkan Klausul Pengecualian Pasal XXIV dalam GATT?

2. Bagaimana Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade 

Agreement) Indonesia-Malaysia jika dibandingkan dengan Perjanjian 

AFTA yang juga dibuat berdasarkan Pasal Pengecualian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memastikan kedudukan Perjanjian Perdagangan Lintas Batas

(Border Trade Agreement) Indonesia-Malaysia dalam golongan 4Frontier

Traffic’ berdasarkan Klausul Pengecualian Pasal XXIV GATT.

2. Membandingkan ketentuan yang ada didalam Perjanjian Perdagangan 

Lintas Batas (.Border Trade Agreement) Indonesia-Malaysia dengan 

Perjanjian AFTA yang juga dibuat berdasarkan Pasal Pengecualian.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi di bidang 

Perjanjian Internasional pada umumnya, Perjanjian Perdagangan Lintas 

Batas pada khususnya. Dimana dalam pembuatan maupun pelaksanaan 

perjanjian di bidang Perdagangan Internasional tidak boleh 

mengabaikan prinsip Most Favoured Nation, kecuali dengan 

pertimbangan tertentu yang telah disepakati.

suatu

b). Penelitian ini juga bermanfaat untuk menjadi rujukan ataupun bahan

hukum yang bisa digunakan pada penelitian selanjutnya berkenaan dengan

Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dan prinsip Most Favoured Nation,

serta menambah khasanah pengetahuan di bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu menjadi referensi dalam 

penyelesaian masalah ataupun menjawab pertanyaan yang muncul 

berkenaan dengan Perjanjian Perdagangan Lintas Batas antara negara 

Indonesia dan Malaysia, terutama perjanjian disepakati pada tahun 1970.

:
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E. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan skripsi ini, permasalahan muncul dilatari oleh 

Perjanjian Perdagangan Lintas Batas antara negara Indonesia dengan 

Malaysia yang memiliki keuntungan eksklusif bagi kedua negara, memastikan 

kedudukannya sebagai klausula pengecualian Most Favoured Nation (MFN), 

dan perbandingan secara umumnya dengan perjanjian ekonomi antar-negara 

yang lain.

F. Kerangka Konseptual

1. WTO : Prinsip Most Fcivourcd Nation

WTO atau World Trade Organization merupakan organisasi yang

mengatur hubungan perdagangan internasional. Perannya sangat penting

dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi dan Standard hidup

anggota-anggotanya yang merupakan sebagian besar negara di dunia. WTO

juga berpengaruh dalam hubungan ekonomi dan pembangunan antar bangsa.

Organisasi Internasional ini mencakup bidang kegiatan yang luas dan

kompleks, tidak hanya substansi dan isu-isu yang terkait dengan perdagangan 

barang tetapi juga menjangkau dimensi-dimensi baru seperti jasa, aspek 

perdagangan dari hak milik intelektual, isu perdagangan yang terkait masalah
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pembangunan negara berkembang di dunia, kelestarian lingkungan maupun 

hal-hal lain yang bersifat non-trade tapi bernilai sosial kemasyarakatan.13

Dengan semua tanggung jawab dan visi yang besar itu maka WTO 

memiliki prinsip dan hal yang harus ditaati demi kebaikan bersama. Salah satu 

hal yang dianggap sangat penting dalam WTO adalah sikap Non-diskriminasi 

yang tertuang dalam prinsip Most Favoured Nation.

Prinsip ini sendiri awalnya hanya untuk mencegah diskriminasi terhadap 

barang-barang sejenis, namun dalam perkembangannya hal ini juga 

diberlakukan secara lebih luas termasuk segala tindakan yang memiliki akibat

sama dalam praktik seperti menyebabkan kerugian salah satu pihak.

2. Perjanjian Perdagangan Internasional : Border Trade Agreement

Indonesia Malaysia 1970 (Perjanjian Perdagangan Lintas Batas)

Kebutuhan antar bangsa untuk terus saling berinteraksi menyebabkan

harus ada pengaturan yang pasti akan hal tersebut. Perjanjian Internasional 

muncul sebagai salah satu bentuk yang mengakomodir kebutuhan atas

interaksi yang terjalin pada dua atau lebih negara dalam berbagai bidang - 

' yang bahkan- sudah ada sejak dulu. Seorang ahli hukum terkemuka, Mochtar 

Kusumaatmadja, memberikan pengertian dan batasan pada perjanjian

13 Daniar Naiakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, Pcter Van Bossche, Op.Cil., hlm.xi
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internasional sebagai berikut : "Perjanjian Internasional adalah perjanjian 

yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan 

untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. "l4

Salah satu perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan 

bangsa lain adalah perjanjian perbatasan. Perjanjian Perdagangan Lintas Batas 

{Border Trade Agreement) sendiri dibuat oleh Indonesia bersama Malaysia 

untuk mengatur aktifitas ekonomi masyarakat di perbatasan. Hal ini meliputi 

banyak aspek termasuk penentuan jenis barang dan jumlah maksimum

pembelian. Dalam pembuatan maupun prakteknya, dikarenakan Indonesia dan

Malaysia berada di bawah WTO, maka penting untuk memastikan pada setiap

pembuatan perjanjian para pihak menaati ketentuan dan prinsip-prinsip yang

ada dalam WTO demi kemaslahatan dan kepuasan bersama.

3. Klausula Pengecualian : Pasal 24 GATT

Yang dimaksud dengan klausula pengecualian disini ialah suatu 

landasan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian menjadi 

tidak berlaku. Dalam bidang perdagangan internasional dibawah rezim WTO, 

klausula perjanjian tersebut dimuat dalam Article XXIV General Agreement 

Tariffs and Trade (GATT).

on

14 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Buku l : 
Umum, (Bandung: PT.Binacipta, 2006), hlm.109.

Bagian
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G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan ilmiah 

dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk 

mendapatkan data yang lengkap serta dapat dipertanggung-jawabkan secara 

ilmiah sehingga tujuan penelitian tercapai. Adapun metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis sebagai berikut:

yang

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipakai untuk membahas penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif dimana yang diteliti seputar bahan pustaka

atau bahan sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier.13

2. Metode Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan penelitian secara historis atau Historical Approach.

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum dari

waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi 

yang melandasinya. Cara pendekatannya dengan menelaah latar belakang 

dan perkembangan pengaturan dihubungkan dengan isu hukum yang 

dihadapi.

15 Soerjono Soekarno, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007),
hlm.50.

.
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b. Pendekatan penelitian secara komparatif atau Comparative Approavh. 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan suatu aturan 

hukum yang ada dengan pengaturan hukum yang lain (bisa satu atau 

lebih) dan harus berada dalam tipe yang sama. Pendekatan ini bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran tentang persamaan dan perbedaan dari 

perjanjian-perjanjian tersebut.1 r>

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat yaitu General

Agreetnen/ on Tariffs and Trade (GATT). Border Trade Agreemcnt

(Perjanjian Perdagangan Lintas Batas) Indonesia-Malaysia 1970, serta

hasil diskusi dengan pihak yang menangani Border Trade Agreemeni ini.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang berasal dari bahan pustaka dan 

memberikan kejelasan pada penulisan penelitian seperti buku-buku para 

sarjana maupun jurnal-jurnal yang berkaitan.17

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan 

pendukung maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

Pendekatan dalam, ...... . Penelitian Hukum,
hnjUl'Uilohrohnhukum. won/press. com'20/VI27
diakses pada tanggal 5 September 2017 pukul 09:02 WIB

17 Syahmin A.K., Op.Ciihlm.53.

i
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pada penelitian ini terdiri dari sumber media cetak maupun sumber

internet yang terpcrcaya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan library

research atau studi kepustakaan. Pada dasarnya studi kepustakaan berguna

••18untuk menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian. 

Lantas analisis diperkuat dengan data yang berhubungan dengan topik

Perdagangan Lintas Batas. Akan tetapi, dikarenakan sumber seperti buku dan

jurnal masih minim dan terbatas, maka Penulis melakukan pencarian data

pelengkap melalui tanya jawab dengan beberapa narasumber yang

berhubungan langsung dengan perjanjian dan prinsip yang dibahas disini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis perspektif 

secara kualitatif yaitu yang diperoleh dan dianalisis satu persatu kemudian 

disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan dan

18 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raia Grafindo 
Persada, 2010), hlm. 112.
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menarik kesimpulan. Adapun yang digunakan dalam analisis secara kualitatif 

adalah keterangan dan bahan-bahan tertulis.19

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan terhadap penelitian ini mempergunakan metode

penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode ini diawali dengan penelitian

atas sesuatu yang umum dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang 

bersifat lebih khusus.20

Usmawadi, Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) 
Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwiiava 20P) hlm 97*

-° Bambang Sugono. Op.CH., hlm. II. J y
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